DAFTAR ISI

A, PENDAHULUAN ... et enmmt s s e e e e e e e e e e e eeas 3
B. PROSES BISNIS DAN PROSEDUR TETAP (SOP) KEGIATAN UTAMA.......... 5
C. E-GOVERNMENT. ... st e e e e e e e e e e ennmeenas 9
1. Kenaikan Pangkat dan Pengusulan Pensiun Otomatis Berbasisapess........... 9
2. Penerapan web service BKN dengan INStanSi.........ccccovveeeeeeeeeiiiiiiininieeeeeeeean 12
3. Persentase user pengguna Sistem ApliRakyanan Kepegawaian................. 14
4. Tersedianya Aplikasi Helpdesk BKN.............oooiiiiiiiiiiccri i 15
D. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK ......cciiiiiiiiiieecciiiiieeeeiee e 20

l|Badan Kepegawaian Negara



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1. Rencana Aksi Pokja Tata Laks@ialun 2017.............oooviiiiiiiiccceeeeeeiee 4
Tabel 2. Rapat Validasi SOP BK ..........coiiiiiiiiieiieceeeiiieee e eeeeeveenne e e e e e e eeeeeaannens 7
Tabel3. DOKUMEN KPQ........uiiiiiiiiiiieee et eee bbb eeennne 11
Tabel 4. DOKUMEN PPQ.... ...ttt et e e e e e e e e nmmne s 11
Tabel 5. Webervice Instansi dan BKIN.............ooooiiiiiiimmmniiiiiiee e 13
Gambar 1. SOP KPO LeSS PAPEEL........cccoiiiiiiiiiieeee et e 10
Gambar 2. SOP PPO LEBAPEN.........ccceeiiiiieieeeeiteeme ettt smmme e as 10
Gambar 3. Jumlah User INStansi PUSAL............cc.uuuiiiimmmniiiiiiiiiee e 14
Gambar4. Jumlah User Instansi Daerahl...........cccoeeeiiiiieeeei e 14
Gambar 5. Tampilan Menu Utama Helpd&N Tahun 2017............cccooooiiiiiicennnn. 15
Gambar 6. Tampilan Menu NIK dan Nd&KTidak Ditemukan................ccccccvviiiieennnne. 16
Gambar 7. Tampilan Menu Data Tidak SESU.............c.uuuuiiiiiiiieeeiiiiiiiiieieeeeee e 16
Gambar 8. Tampilan Menu Lupa PasSSWOL...........uuuuiriiriiieeeiiiiiiiiieeeeeeeeee e e e s eeeeeeee 17
Gambar 9. Tampilan Menu Lupa EMall...........coooiiiiiiiiicccc e 17
Gambar 10.Tampilan Menu Lupa Jawabartdgtaan Pengaman.l........................... 18
Gambar 11. Tampilan Menu Jawaban PeanmyPengaman.2................ccceevvvveeeeennn. 18
Gambar 12.Tampilan Menu Cek Status P&saan Permasalahan.......................... 19
Gambar 13. Menu Layanan Kontak Petugas.................uuuuvreiiieeeiiiiiiiiieee e 19
Gambar 14Tipologi follower Facebook yang didapadri Facebok Analytics............ 211

,,,,,,,,

Gambar 6. Average People Engaged pada facebook/B&N Gold Pada Tahun 20122

Gambar 17. Penerimaa penghargaan PukIRelationsindonesia Award, 24 Maret 2047 é .23

2] Badan Kepegawaian Negara



A. PENDAHULUAN

Secara khusus program kerja yang diamanatkan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor
16 Tahun 2016 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi BKN Tahuni2@039 untuk area
Penataan Tata Laksana untuk tahun 2017 terdiri atas 3 hal, yaitu: (1) Program Proses Bisnis
dan Prosedur Tetap (SOP) Kegiatan Utama, (2) Progra@owerment, dan (3) Program
Keterbukaan Informasi Publik. Mi@ag-masing program terdiri atas beberapa kegiatan.

Program Proses Bisnis dan Prosedur Tetap (SOP) Kegiatan Utama, terdiri dari 2
kegiatan, yaitu (1) Monitoring Implementasi SOP disemua Satuan Kerja BKN dan (2)
Menindaklanjuti penyelesaian hambatan dan permasalahan implementasi SOP di Satuan
Kerja BKN. Sementara itu, ProgramGovernment terbagi atas 4 kegiatan antara lain: (1)
melakukan pengembgan egovernment dilingkungan internal dalam rangkandukung
proses birokrasi (msal : internet, Sistem Perencanadan Penganggaran, serta siste
Database, (2) Melakukan pengembangagowernment untuk meningkatkakualitas
pelayanan kepada maswgkat, srta (3) Melakukan pengembangarga/ernment untuk
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional
(masyarakat dapat melakukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran dan lain
lain. Terakhir, program Keterbukaan Imieasi Publik meliputi 2 kegiatan, yaitu: (1)
Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik, dan (2) Melakukan monitoring dan
Evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. Rangkuman program,

kegiatan dan kegiah detail Pokja Tata Laksatexangkundalam Tabel 1 berikut ini:
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Tabel 1. Rencana Aksi Pokja Tata Laks@iahun 2017

No Program Kegiatan Detail Waktu
. Pemeriksaan
s a. Monitoring .
Proses Bisnis dan : .| nomenklatur jabatan
Implementasi SOP di Agustus s/d
1. | Prosedur (SOP) . pelaksana dalam SOP i
: semua satuan kerja : Desember 201
Kegiatan Utama sesuai dengan SOTK
BKN
BKN
Standar pembuatan d:
penulisan SOP sesuai
dengan Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara No.
35 tahun 2012
b. Menindaklanjuti
penyelesaian hambata Agustus s/d
dan permasalahan Desember 2017
implementasi SOP di
satuan kerja BKN
a. Melakukan
pengembangan e
government di
lingkungan internal
dalam rangka Penerapan WebServiq Januari s/d
2. | E-Government mendukung proses . . i
. o9 BKN dengan instansi | Desember 201
birokrasi (misal:
internet, sistem
perencanaan dan
penganggaran, system
database)
Persentase user Januari s/d

pengguna aplikasi
SAPK

Desember 2017

b. Melakukan
pengembangane
government untuk
meningkatkan kualitas
pelayanan kepada
masyarakat

Tersedianya Aplikasi
Helpdesk BKN

Januari s/d
Desember 2017
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c. Melakukan
pengembangan e
government untuk
meningkatkan kualitas
pelayanan kepada
masyarakat dalam
tingkatan transaksional
(masyarakatiapat
mengajukan perizinan
melalui website,
melakukan
pembayaran, dll)

Aplikasi Kenaikan
Pangkat Otomatis
(KPO) dan Pengusula
Pensiun Otomatis
(PPO) berbasikss

paper

Januari s/d
Desember 2017

Keterbukaan
Informasi Publik

a. Menerapkan
kebijakanketerbukaan
informasi publik

Berita Kegiatan BKN
yang diupload pada
Web official BKN

Januari s/d
Desember 2017

Peraturan / Keputusan
yang ditetapkan oleh
Kepala BKN

b. Melakukan
monitoring dan evaluag
pelaksanaan kebijakan
keterbukaarmnformasi
publik

Pengembangan
Pelayanan Single
Window berbentuk
Pelayanan
Kepegawaian Terpady

(PKT)

Januari s/d
Desember 2017

B. PROSES BISNIS DAN PROSEDUR TETAP (SOP) KEGIATAN UTAMA

Pelaksanaan penerapan SOP perlu secara terus meipantausehingga proses

penerapannya dapat berjalan dengan bsliasukammasukan dalam setiap upaya

monitoring akan menjadi bahan yang berharga dalam evaluasi sehingga penyempurnaan

penyempurnaaterhadap SOP dapat dilakukan secara cepat sesuai kebutuhan.

Prosesini harus diarahkan untuk membandingkan dan memadtikena

pelaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang teradaiamn SOP, mengidentifikasi

permasalahan yang mungkimbul, dan menentukan cara untuk meningkatkan hasil

penerapamtau menyediakarutungan tambahan untuk semua pelaksana.

Tidakselamanya sebuah SOP berlaku secara permanen, banyak hal yang

mempengaruhi seperti adanya perubahan lingkungan organisasi yang selalu membawa

pengaruh pada SOP yatgljah ada. Oleh karena itulah SOP perlu asecterus
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menerugievaluasi agar prosedprosedur dalam organisasi selalu merujuk pada
akuntabilitas dan kinerja yang baik.

Evaluasi SOP secara reguthlaksanakan etiap 1 (satu) tahun dan secara
insidentildapat dilakukan sesuai kebutuhan organiddenitoring implementasi SOP di
Lingkungan BKN telah dilakukan secara berkala.

Sebanyak 18 unit kerja belum menyerahkan dokumen SOP hasil penyempurnaan
dan asistensi. Sejumlah 7 unit kerja telah menyerahkan dokumen SOP yang telah
divalidasi dan disahkanleh pmpinan unit kerja. Terdapat 2 unit kerja yang telah
memperbaiki dokumen SOP, namun masih ada ketidaksesuaian dan belum disahkan oleh
pimpinan unit kerja. Sebanyak 2 unit kerja yang telah memperbaiki dan telah disahkan

namun masih terdapat ketidaksaisun .

Kemudian ruang lingkup evaluasi SOP BKN yang telah dilakukan meliputi:

- Pemeriksaan nomenklatur jabatan pelaksana dalam SOP sesuai dengan SOTK BKN
berdasarkan Perka BKN Ndl9 tahun 2@4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Negarselagaimana telah diubah terakhir dengan Perka BKN No. 31
tahun 2015 darPeraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 39 tahun 2014
tentang Jabatan di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, sehingga terjadi perubahan
tugas pokok dan fungsi yang disesuaikangdenperubahan nomenklatur dan jabatan

- Pemeriksaantandar pembuatan dan penulisan SOP sesuai dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara No. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Kriteria atau indikator keberhasilglang digunakan sebagai berikut

- Format penulisan identitas SOP diperiksa dan sudah sesuai

- Nama jabatan pelaksana kegiatan di SOP diperiksa dan sudah sesuai

- Penulisan simbedimbol flowchart SOP diperiksa dan sudah sesua

- Substansi kegiatan diperiksa dan sudah sesuai dengan alur kegiatan yang ideal

- Efektifitas dan efisiensi alur kegiatan

- Penerbitan dokumen SOP yang sudah diperiksa dan sudah sesuai serta disahkan oleh
Kepala unit kerja

- Hasil evaluasi dilaporkan kepadtasan untuk ditindaklanjuti

Kemudian vaktu pelaksanaaervaluasisebagai berikut:
Rapat validasi SOP diadakan R4li dengan mengambil contoh pada sebagian besar unit

kerja di BKN Pusat Jakarta, diantaranya
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Tabel 2. Rapat Validasi SOP BKN

No. Nama Unit Kerja Tanggal Pelaksanaan Jusrg)lgh
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

1 Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara 23 Agustus 2017 20 SOP

2 Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negar{ 23 Agustus 2017 8 SOP

3 Direktorat Kompensasi Aparatur Sif 24 Agustus 2017 46 SOP
Negara

4 Direktorat Peraturan Perundangdangan| 24 Agustus 2017 8 SOP

DEPUTI BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN

5 Direktorat Pengadaan dan Kepangkatar 25 Agustus 2017 43 SOP

6 Direktorat Pensiun PNS dan Peja 25 Agustus 2017 21 SOP
Negara

4 Direktorat _ Status dan  Keduduksi 28 Agustus 2017 8 SOP
Kepegawaian

DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

3 Direktorat I_Dengolahan Data dan Inform 4 Oktober 2017 19 SOP
Kepegawaian

9 Dlrektora_t Penge_mbangan Sistg 4 Oktober 2017 20 SOP
Informasi Kepegawaian
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10 | Direktorat Arsip Kepegawaian | 2 Oktober 2017 19 SOP
11 | Direktorat Arsip Kepegawaian Il 2 Oktober 2017 16 SOP
DEPUTI BI DANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIA N

Direktorat Pengawasan dan Pengenda

12 | Bidang Formasi, Pengadaan, d&asca 5 Oktober 2017 13 SOP
Pendidikan dan Pelatihan
Direktorat Pengawasan dan Pengenda

13 | Bidang Kepangkatan, Pengangkatan, { 5 Oktober 2017 14 SOP
Pemberhentian Dalam Jabatan
Direktorat Pengawasan dan Pengenda

14 | Bidang Gaji, TunjanganKesejahteraar 6 Oktober 2017 17 SOP
dan Kinerja
Direktorat Pengawasan dan Pengenda

15 | Bidang Kode Etik, Disiplin] 6 Oktober 2017 8 SOP
Pemberhentian dan Pensiun PNS

PUSAT T PUSAT

16 Pusat _Perencanaan Kepegawaian 19 Oktober 2017 6 SOP
Formasi

17 Pusat Pe_mblnaan Jabatan Fungsic 19 Oktober 2017 17 SOP
Kepegawaian

18 Zg?\lat Pengembangan Sistem Rekruti 20 Oktober 2017 24 SOP

19 | Pusat Penilaian Kompetensi ASN 20 Oktober 2017 22 SOP
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20 | Pusat Pengembangan ASN 23 Oktober 2017 8 SOP
21 Pusat Pe_:ngkajlan dan  Penelitig 28 Agustus 2017 20 SOP
Kepegawalan
29 Pusat Konsultasn dan Bantuan Huki 29 Agustus 2017 24 SOP
Kepegawaian
23 | Inspektorat 29 Agustus 2017 5 SOP
24 | Asisten Sekretariat BAPEK 23 Oktober 2017 12 SOP
C. E-GOVERNMENT
1. Kenaikan Pangkat dan Pengusulan Pensiun Otomatis Berbasis Less -
paper
Pada tahun 201Badan Kepegawaian Negaree mi | i ki s aTemedianya sr at e

data dan informasi kepegawaian yang akurat, komprehensif dan terintegra8i d e n gan
harapan dapaetwujudnya instansi yang melaksanakan kepegawaian beldsssgaper.

KPO & PPO merupakan bentuk komitmen BKN dalam penyelenggaraan layanan
kepegawaian ASN yang terintegrasi dan memangkas alur layanan kepegawaian. Berlakunya
KPO & PPO akan mempermudahtiap PNS dalam mengajukan usulan kenaikan pangkat
(UKP) reguler dan pensiun, tanpa perlu mengurus beragam persyaratan dokumen, sehingga

dari awal proses pengusulan hingga penetapan dapat berjalan dengan singkat.

Proses RO dan PPO ini diatur dalalERKA BKN no. 25 tahun 2013 tentang
pedoman pemberian persetujuan teknis kenaikan pangkat reguler pegawai negeri sipil untuk
menjadi pembina tingkat | golongan ruang 1V/b ke bawah dan PERKA BKN no. 26 tentang
pedoman pemberhentian dan pemberian pensiun pegageii 8&il yang mencapai batas
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usia pensiun yang akan diberhentikan dalam pangkabipa tingkat | golongan ruang IV/b

ke

bawah.

Berikut ini adalah alur SOP Kenaikan Pangkat Otomatis dan Pensiun Otbesgis

Paper:

Gambar 1. SOP KPO Less Paper

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT LESS-PAPER

KEDEPUTIAN SINKA

* Menyiapkan sistem SAPK KPO/PPO
« Rekonsiliasi Data by System

¥

AT PELAYANAN TERPADU

->

DIREKTORAT PENGADAAN DAN KEPANGKATAN
/BIDANG MUTASI KANREG

« Integrasi Data
« Data base nasional PNS

=S

« Cek SKP

+ Data dianalisa, jika data
ACC dibuat NP KP

« Jika data TMS/ BTL
dikembalikan ke Instansi

- — 3| * Cekdata usul masuk pada
S S Inbox PPT KPO less-paper
BIRO KEPEGAWAIAN/BKD + Cek Surat Pengantar
INSTANSI + Mengirimkan Data ACC ke Tim
([ Biro Kepegawaian /
BKD harus meng

Teknis KP
update data PNS di
lingk instansinya:
1. Rekonsiliasi Data
melalui system
2. Integrasidata

—

Setelah Instansi
mengirimkan data Usulan
KPO less-paper pada SAPK,
Instansi mengirimkan /
mengupload dokumen A |
pendukung berupa:

1. Surat Pengantar
| Simpeg dengan 2. SKP
\ SARKS / —— « Cetak Nota Pesetujuan Teknis
KP (NP KP)
Penomorandan + Data dikirim ke Instansi untuk
Pencetakan SK KP k dibuatkan SK KP melalui SAPK
S — “

-y
PNS menerima SK KP

Gambar2. SOP PPO Legsaper

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENSIUN LESS-PAPER

PUSAT PELAYANAN TERPADU

KEDEPUTIAN SINKA
+ Menyiapkan sistem SAPK KPO/PPO

DIREKTORAT PENS DAN PEJABAT NEGARA
/BIDANG PENSIUN KANREG

+ Rekonsiliasi Data by System T e e 5
« Integrasi Data \ =
+ Data base nasional PNS

A | . > Cek data usul masuk pada + Cek DPCP dan foto

Inbox PPT PPO less-paper
« Cek Surat Pengantar
+ Mengirimkan Data ACC ke Tim
Teknis KP

+ Jika data TMS/ BTL

BIRO KEPEGAWAIAN/BKD dikembalikan ke Instansi

INSTANSI

Biro Kepegawaian /

BKD harus meng

update data PNS di

lingk instansinya:

1. Rekonsiliasi Data
melalui system

2. Integrasi data
Simpeg dengan
SAPK /\

;_/

Setelah Instansi
mengirimkan data Usulan
PPO less-paper pada SAPK,
Instansi mengirimkan/upload
dokumen pendukung berupa:
1. Surat Pengantar
2. Daftar Penerima Calon
| Pensiun (DPCP)
3. Foto 3X4

« Cetak SK Pensiun
* Notifikasi dikirim ke Instansi v .0
+ Mengirimkan SK Pensiun
ke Instansi

Instansi akan menerima
Notifikasi Bahwa SK Pensiun
sudah dicetak pada SAPK
dan SK Pensiun akan dikirim
\ ke Instansi )
N—

e~

Pensiunan akan menerima SK
Pensiun dari Instansi

Dalam proses KPO dan PPIBss paper, dokumen yang harus dikirimkan oleh
BKD/Biro Kepegawaian ke BKN dipangkas dan dolen yang masih harudethgkapidapat

10| Badan Kepegawaian Negara



dikirim melalui aplikasi (dokumenmligital). Berikutini dokumen yang dibutuhkan dalam
KPO dan PPQesspaper:

Tabel3. Dokumen KPO

KP REGULER KP REGULER OTOMATIS

Surat Pengantar NUKP 1 | Surat Pengantar NUKP
NUKP individu 2 | SKP 2 tahun terakhir
SK KP 2 tahun Terakhir
DP3 2 tahun terakhir
SK Jabatan Terakhir

Jika ada perubahan pendidikan lampirkan :
* ljazah
+» Surat ljin/Tugas Belajar

Ol AW =

Tabel 4. Dokumen PPO

PENSIUN REGULER PENSIUN OTOMATIS

Surat Pengantar Surat Pengantar

Surat Pernyataan dari yang bersangkutan Daftar Penerima Calon Pensiun dan Form

Pembayaran Pensiun

Surat Pernyataan tidak Hukuman Disiplin  Pas Photo 3x4

Daftar Penerima Calon Pensiun dan Form
Pembayaran Pensiun

SKP 1 tahun terakhir

Pas Photo 3x4 : 5 buah

Akte Nikah

Akte Kelahiran Anak

Surat Keterangan Keluarga

SuratKematian

Surat Keterangan Janda/ Duda

Sebelum data KPO dan PPO Less Paghesulkan, prosedur awal yang harus
dilakukan oleh instansi adalah melakukan rekonsiliasi data. Rekonsiliasi ini bertujuan supaya
data yang diusulkan KP Regulernya merupakan data yang sudah benar, akurar-serta
updatesehingga data yang tampil padaox KP Less Paper merupakan data yang mutakhir.

Rekonsiliasi ini juga memudahkan user ketika proses usul KP berjalan karena user tidak perlu
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berulangulang memperbaharui data padatga@ses usul berjalan. Rekodiesi data dapat
dilakukan sejak 6 (enam)utan sampai dengan 3 (tiga) bulan sebelum periode Kenaikan

Pangkatdan Pensiun

Proses rekon data untuk persiapan KPO dan PPdess dapat dilakukan dengan
mengunduh dan merekonsiliasi pada SARKtps://sapk.bkn@id) dan NCSISADMIN

(https://ncsisadmin.bkn.go)idAdapun data yang harus direkon terlebih dahulu dalam proses

KPO diantaranya unor, jabatan (JFU), hukdis, SKP, data atasan langsung, pendidikan,
golongan, KPPN sedangkan data yang harus direkon dalam proses PPO diantaranya data
suami/istri, PMK, GolonganAnak, alamat pensiun, dan fot&eseluruhan data rekon

tersebut diambil dari data PUPNS yang telah dilakukan. Selain itu instansi juga
menyampaikan perbaika daftar nominatif kepada BKN etigan mengunggah data
pendukungika ada perbedaan, DPCP yantadddaangam PNS dan PPKSurat Pernyataan

Tidak sedang dalam proses pidaegaapetbaikan daftar nominatif kepadEkKN,

Program Kebijakan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun
Otomatis (PPOXitetapkan oleh Badan Kepegawaian Negdird (lima) instansi daerah,
yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur dan 2 (dua)
instansi pusat yang diwakili oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi
Birokrasi (PANRB) dan Badan Pengkajian dan Penerapeimologi (BPPT).

Ketujuh institusi pusat dan daerah ini merupakan bagian pilati projed BKN dalam
implementasi KPO dan PPO, yang sebelumnya diuji coba pada 3 (tiga) provinsi, yakni Jawa
Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur. Rencana selanjutnya prograakani diterapkan secara

nasional.

2. Penerapan web service BKN dengan Instansi

Presentase Instansi Pemerintah Yang Data Kepegawaiannya Sudah Sesuai Dengan Data
Kepegawaian Nasional di BKN yakni jumlah instansi pusat dan instansi daerah yang sudah
melakukan prees rekonsiliasi data dan integrasi denget serviceserta tabel referensi
ditargetkan 40% sampai pada akhir tahun 2017 dapat terealisasi sebesafhdz@¥un

instansi yang sudah menerapkegbservice dengan data di BK¥gjumlah 12 instansantara

lain:
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Tabel 5. Webservice Instansi dan BKN

PRODUCTION
NO INSTANSI TRAINING | SERVI IP STATUS
SERVICE CE PUBLIC
Kementerian Hukum dan Hak Asa YA
1 | Manusia X X Implementasi
2 | Pemerintah Kab. Kepulauan Mera X
Kementerian Komunikasi dan
3 | Informatika X
4 | Pemerintah Kab. Indragiri Hilir X
5 | Pemerintah Kab. Kampar X
Badan Kependudukan dan Keluar
6 | Berencana Nasional X
_ BELUM Kordi_nasi dan _
7 | Pemerintah Kota Sawahlunto X X penyiapan IP Public
. _ BELUM Kordi_nasi dan _
8 | Pemerintah Provingsiawa Tengah X X penyiapan IP Public
9 | Pemerintah Kota Surakarta X
10 | Pemerintah Kab. Pemalang X
Kementerian Riset, Teknologi, dar YA
11| Pendidikan Tinggi X X Implementasi
12 | Pemerintah Kota Tangerang Selat X
Pemerintah Provinsi Kalimantan
13| Tengah X
14| Lembaga Administrasi Negara X
Kementerian Pekerjaan Umum da YA
15| Perumahan Rakyat X X Implementasi
. o BELUM Kordi_nasi dan _
16 | Pemerintah Provinsi Bengkulu X X penyiapan IP Public
Pusat Pelaporasian Analisis BELUM Kordinasi dan
17 | Transaksi Keuangan X X penyiapan IP Public
18 | Mahkamah Agung RI X X YA Implementasi
19 | Pemerintah Aceh X YA Implementasi
Kordinasi dan
20 | Kementerian Perhubungan X BELUM penyiapan IP Public
KementeriarPendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi YA
21 | Birokrasi X Implementasi
22 | Sekretariat Jenderal DPR RI X YA Implementasi
Kementerian Pendidikan dan BELUM Implementasi dan
23 | Kebudayaan X penyiapan IP Public
Implementasi dan
24 | Kementerian Kesehatan X BELUM penyiapan IP Public
_ _ BELUM Implgmentasi dan _
25 | Kementerian Dalam Negeri X penyiapan IP Public
Setjen Komisi Pemberantasan YA
26 | Korupsi X Implementasi
27 | Pemerintah Provinsi Sumatera Ba X YA Implementasi
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| TOTAL | 18 | 17 |

3. Persentase user pengguna Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian

Presentas jumlah instansipusat dan daeraljang sudah menerapkasistem pelayanan
kepegawaianterlihat dari presentase jumlah user instansi pusat dan daerah yang
menggunakan aplikasi SAPKlumlah user aktif untuk instansi pusat dan daerah sebesar
30.245 user sedangkan untuk user tidietif antuk instansi pusat dan daerah sebesar 2.053.
Berikut ini presentase jumlah user instansi pusat dan daerah yang sudah menerapkan modul
pada SAPK:

Gambar 3. Jumlah User Instansi Pusat
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Gambar4. Jumlah User Instansi Daerah
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4, Tersedianya Aplikasi Helpdesk BKN
Badan Kepegawaian Negara berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang

diberikan kepada masyarakat dengan membangun ajalif@san bantuan (Aplikasi Helpdesk BKN).
Aplikasi ini diperuntukkan bagi pelamar umuieng akan mendaftar CPN&plikasi Helpdesk BKN
menyediakan fitur antara lain: (1) Permasalahan NIK dan No KK serta Data Tidak Sesuai, (2) Lupa
Password, (3) Lupa JawabBangaman 1 & 2 (4) Lokasi Lahir, (5) Perbaikan Email, (6) Cek Status
Tiket. Menu Permasalahan NIK dan NO KK serta Data tidak sesuai merupakan layanan bantuan bagi
pelamar yang tidak bisa melakukan registrasi karena NIK dan atau No KK tidak ditemuktaudan a
tidak sesuai. Menu Lupa Password merupakan layanan bantuan bagi pelamar yang tidak bisa login
karena lupa password. Menu Jawaban Pengaman 1 dan 2 merupakan layanan bantuan bagi pelamar yang
tidak bisa login karena lupa jawaban pengaman 1 dan ataun@.lMkasi Lahir merupakan layanan
bantuan bagi pelamar yang tidak bisa melakukan registrasi karena lokasi lahir tidak ditemukan. Menu
Perbaikan Email merupakan layanan bantuan bagi pelamar yang tidak bisa login karena kesalahan
menginputkan email. Menu Céltatus Tiket merupakan bantuan bagi pelamar untuk memonitoring
status penyelesaian permasalahan yang harus dijawab dalam waktu 2x24 jam.

Berikut tampilan untuk Aplikasi Helpdesk BKN yang dibangun oleh Deputi Sistem Informasi

Kepegawaiamelalui Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegapaitantahun 2017:

Gambar 5. Tampilan Menu Utama Helpd&dN Tahun 2017
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